
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan satu dari banyak negara yang memiliki 

masalah mengenai tenaga kerja. Masalah yang dimaksud adalah masalah mengenai tingginya 

jumlah pengangguran, dimana diketahui pengangguran merupakan masalah yang menghambat 

proses pembangunan. Masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang sangat luas dan kompleks 

serta berkaitan dengan kesempatan kerja. Dengan tersedianya kesempatan kerja, maka 

masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Maka dari itu, dalam proses pembangunan ekonomi, 

negara dituntut agar mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk mengimbangi 

pertumbuhan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja.  

Persoalan pada ketenagakerjaan selalu berkaitan dengan kesempatan kerja, karena hal 

tersebut menjadi salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu 

negara. Dengan tersedianya kesempatan kerja tersebut, maka masyarakat dapat melakukan 

kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka 

dari itu, dalam proses pembangunan ekonomi, negara dituntut agar mampu menyediakan 

lapangan kerja yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang masuk ke 

pasar kerja. 

Dilihat dari keadaan pasar tenaga kerja yang ada di Indonesia selalu mengalami 

perkembangan. Pada tahun 2016 diketahui jumlah penduduk Indonesia sekitar 261,1 juta jiwa, 

diantaranya 125,4 juta jiwa tergabung dalam angkatan kerja. Sedangkan jumlah lapangan 



pekerjaan baru tahun 2015 sekitar 2.886.288 juta, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 

sekitar 2.448.915 juta, serta mengalami kenaikkan pada tahun 2017 sekitar 2.669.469 juta jiwa. 

(Putri & Soelistyo, 2018) 

Di Indonesia yang masih menjadi masalah utama adalah masalah kesempatan kerja. 

Masalah ini muncul dikarenakan adanya kesenjangan dalam mendapatkannya. Ketenagakerjaan 

adalah aspek yang penting untuk kehidupan manusia karena di dalamnya terdapat dimensi sosial 

serta ekonomi. Ada kecenderugan apabila pendapatan masyarakat perkapita semakin naik akan 

menyebabkan perubahan struktur ekonomi yang semakin cepat. Pembangunan ekonomi 

merupakan tahapan yang mempunyai tujuan untuk menaikkan standar kehidupan masyarakat, 

kesempatan kerja menjadi luas, serta pembagian pendapatan yang terarah secara merata. Di 

negara berkembang seperti Indonesia pembangunan ekonomi dilakukan dengan tujuan 

meratakan pembangunan ekonomi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, serta 

menyeimbangkan struktur ekonomi yang ada. Di neagara yang sedang berkembang khususnya di 

negara Indonesia yang sedang menjadi masalah utama adalah meningkatnya jumlah penduduk 

dari tahun ke tahun dengan pesat yang mengakibatkan timbulnya masalah tersendiri. Ditambah 

lagi belum berfungsinya semua sektor dengan maksimal dan pembangunan ekonomi yang belum 

merata di semua bidang mengakibatkan lapangan kerja yang tersedia belum cukup memenuhi 

kebutuhan. (Warapsari dkk, 2020) 

Dalam konteks daerah di Provinsi Sumatera Utara masalah penyerapan tenaga kerja pun 

menjadi masalah yang serius. Terbaru ini, Gubernur Sumatera Utara, bapak Eddy Rahmayadi 

bahkan meminta bantuan APJATI untuk membantu proses kesejahteraan tenaga kerja di Provinsi 

Sumatera Utara. Dalam berita yang dibagikan dalam lama kemendagri.go.id (diakses 08/12/2021 

pukul 14:20 WIB) Gubernur Eddy Rahmayadi menuturkan bahwa : 



“… pengelolaan tenaga kerja di Sumatera Utara masih perlu perbaikan 

diantaranya sistem pengupahan. "Saya melihat perlu perbaikan dalam pengelolaan 

tenaga kerja di Sumut, misalnya upah minimum. Saya lihat sebenarnya tahun 

2021 turun sampai 2,8%. Kita mau buat bagaimana ada standar upah yang baik. 

Stimulus apa yang bisa kita berikan untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi dari 

sektor tenaga kerja. Kita juga harus memperhatikan pengusaha, agar keduanya 

bisa nyaman," ucap Edy Rahmayadi, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Sumut Baharuddin Siagian …” 

 

Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara juga tidak kalah lincah dengan 

gerak langkah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mencoba menyelesaikan 

masalah ketenagakaerjaan. Jika mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah maka pemerintah daerah yang bertugas mengurangi pengangguran 

adalah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Medan sebagai unsur pelaksana tugas teknis, dan 

otonomi daerah dari pusat maupun daerah dengan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas 

perbantuan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya serta Dinas Tenaga Kerja 

merupakan Lembaga pemerintah daerah yang dominan dalam mengatasi penganguran di Kota 

Medan. Namun, walaupun instansi tersebut telah ada sejak lama namun masalah ketenagakerjaan 

masih menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh Pemerintah Kota Medan. 

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita dan 

laju pembangunan ekonomi ditujukan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDB (Produk 

Domestik Bruto) untuk tingkat nasional dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk 

tingkat regional. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi 

apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh 

unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. 

Perhitungan PDRB didasarkan pada empat sektor kegiatan ekonomi yaitu  Konsumsi (C), 

Investasi (I), Pemerintah (G) dan Ekspor-Impor (E-M). Keempat kegiatan sektor ekonomi ini 

sangat berpengaruh kepada pembangunan suatu negara atau daerah, dan peningkatan pendapatan 



masyarakat satu negara atau daerah. Nilai PDRB inilah yang akan menunjukkan tingkat 

kemajuan pembangunan daerah tersebut. 

Dalam pertumbuhan ekonomi juga memerlukan unsur investasi. Investasi sebagai salah 

satu faktor produksi merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kapasitas 

produksi ataupun jumlah industri. peningkatan investasi ini sangat dipengaruhi oleh permintaan 

terhadap hasil produksi baik permintaan dari dalam negeri. Permintaan tersebut merupakan pasar 

dan hal ini berpengaruh pada jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi. (Dharma & djohan, 

2015) 

Dengan banyaknya sektor-sektor industri di Kota Medan seharusnya dapat menjadi 

potensi yang sangat baik yang dapat dikelola agar Kota Medan menjadi kota yang sejahtera. 

Namun, pada kenyataanya warga kota Medan masih jauh dari kesejahteraan, banyaknya 

pengangguran menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja masih sangat kurang karena 

terbatasnya lapangan pekerjaan. 

Dinamika investasi sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Perlu 

adanya terobosan baru untuk lebih menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor baik 

asing maupun domestik dan meningkatkan daya saing ekspor melalui keberpihakan atas dasar 

regulasi dan kebijakan pemerintah yang tepat serta diatasinya berbagai permasalahan yang 

masih melekat selama ini seperti : kendala infrastruktur, perizinan, peraturan daerah, 

perpajakan dan ketimpangan wilayah. 

Disamping dalam penyediaan lapangan pekerjaan, memperbaiki tingkat upah juga dapat 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kota Medan. Menurut Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 7 tahun 2013 upah minimum adalah upah 

bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh 



gubernur. Upah ini wajib dijadikan acuan oleh pengusaha dan pelaku industri sebagai standar 

minimum dalam memberi upah pekerjanya. 

Upah merupakan salah satu indikator penting dalam hubungannya dengan kesempatan 

kerja. Di Indonesia terdapat dua macam upah minimum yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) 

dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk 

satu provinsi, sedangkan UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya 

diberikan kepada pekerja dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan UMP. UMK ditetapkan 

berdasarkan perhitungan yang didasarkan pada kebutuhan hidup minimum (KHM) sedangkan 

UMP ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Dengan berpedoman pada literatur yang ada yaitu beberapa penelitian terdahulu, 

penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja yang dihadapkan 

dengan investasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum di kota Medan. Untuk itu penulis 

mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul: “ANALISIS PENGARUH PRODUK 

DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), INVESTASI DAN UPAH MINIMUM 

TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan 

dikemukuakan pada penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Medan? 

2. Apakah ada pengaruh upah minimum kota terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota 

Medan? 



3. Apakah ada pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Medan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di  Kota 

Medan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kota terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Kota Medan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota 

Medan.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai masukan kepada pemerintah,dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam 

penyerapan tenaga kerja, PDRB, investasi dan upah minimum khususnya pemerintah 

Kota Medan. 

2. Dapat menjadi masukan bagi para peneliti selanjutnya dan juga sebagai sumber 

informasi bagi peneliti lain yang berminat di masalah yang sama. 

3. Dapat memberikan sumbangan materi bagi mahasiswa/i ekonomi khususnya 

Departemen Ekonomi Pembangunan. 

4. Sebagai pembelajaran dan menambah pengetahuan serta wawasan mengenai PDRB, 

investasi, upah minimum dan penyerapan tenaga kerja. 

Kabupaten

01  N i a s 3 233,56 3 519,07 3 824,85 4 040,92

02  Mandailing Natal 11 712,51 12 618,05 13 544,74 13 843,00

03  Tapanuli Selatan 11 967,96 12 882,18 13 932,34 14 642,16

04  Tapanuli Tengah 8 545,38 9 229,98 9 956,78 10 138,83

05  Tapanuli Utara 6 765,69 7 296,78 7 889,05 8 274,43

06  Toba 6 635,27 7 161,59 7 675,39 7 845,42

07  Labuhanbatu 29 032,57 31 302,58 33 610,43 34 653,18

08  A s a h a n 32 020,19 34 664,91 37 440,41 38 691,82

09  Simalungun 32 832,13 35 444,57 38 057,43 39 441,35

10  D  a  i  r  i 7 980,47 8 560,78 9 166,42 9 317,91

11  K  a  r  o 18 064,32 19 220,88 20 584,73 20 974,57

12  Deli Serdang 93 193,89 101 060,21 109 334,14 110 145,24

13  L a n g k a t 37 032,25 39 867,65 42 515,18 43 208,00

14  Nias Selatan 5 695,74 6 247,31 6 861,48 7 164,27

15  Humbang Hasundutan 5 131,05 5 527,25 5 951,26 6 123,46

16  Pakpak Bharat 999,87 1 086,96 1 178,22 1 211,35

17  Samosir 3 751,63 4 085,20 4 434,72 4 542,85

18  Serdang Bedagai 24 094,59 25 994,82 27 959,44 28 602,46

19  Batu Bara 29 756,87 31 972,00 34 047,85 34 987,64

20  Padang Lawas Utara 9 898,50 10 752,12 11 619,73 12 189,68

21  Padang Lawas 9 704,99 10 595,87 11 371,99 11 997,10

22  Labuhanbatu Selatan 23 196,31 25 124,04 27 132,30 28 198,97

23  Labuhanbatu Utara 21 161,68 22 749,93 24 378,34 25 191,24

24  Nias Utara 3 018,45 3 250,33 3 515,98 3 710,04

25  Nias Barat 1 543,97 1 673,31 1 816,85 1 922,54

Kota

71  S i b o l g a 4 644,67 5 063,94 5 531,54 5 605,47

72  Tanjungbalai 7 424,96 8 175,69 8 951,45 9 180,54

73  Pematangsiantar 12 443,96 13 176,71 13 933,25 13 920,09

74  Tebing Tinggi 5 123,02 5 512,52 5 924,20 6 049,16

75  M e d a n 203 035,74 222 483,24 241 482,35 242 198,24

76  B i n j a i 9 904,81 10 765,29 11 700,10 11 769,07

77  Padangsidimpuan 5 372,28 5 858,84 6 373,13 6 478,66

78 Gunungsitoli 4 503,05 5 001,03 5 513,92 5 776,11

Jumlah 689 422,33 747 925,63 807 209,97 822 035,76

Sumber  : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : * )  Angka Sementara
                                     **) Angka Sangat Sementara

2017 2018 2019*) 2020**)Kabupaten/Kota


